



















Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon 
investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat 
serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan 
keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang 
diharapkan. Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1: 
Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan 
mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek 
pada Bursa Efek, dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain 
yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 
 
Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini 
adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, terutama tanggung 
jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Isu-isu lingkungan 
secara langsung dan tidak langsung telah masuk dalam kinerja ekonomi suatu 
usaha. Karena perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki tanggung jawab 
ekonomi kepada para shareholder seperti bagaimana memperoleh profit dan 





namun juga harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Konsep ini 
dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”  (Elkington, 1997 dalam Wibisono, 
2007). Dalam gagasan tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan 
yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P. Yaitu, selain mengejar 
keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada 
pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam 
menjaga kelestarian lingkungan (planet). Karena perusahaan adalah sebuah 
organisasi yang dalam operasional sehari-harinya mengeksploitasi sumber daya 
manusia dan sumber daya alam untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar- 
besarnya, dan kemudian menjadi pelaku utama penyebab kerusakan lingkungan. 
 
Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi 
industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat 
pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi 
perusahaan lebih berpihak kepada pemiliki modal. Dengan keberpihakan itu, 
mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam secara 
tidak terkendali sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. 
 
Menurut Afiff dalam Roziqin (1998) masyarakat setidaknya harus menanggung 
empat macam biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan akibat 
operasional industri yang merusak, yaitu: 
1.   Damage cost, yaitu: biaya kerusakan akibat dampak langsung dan tidak 





2.   Avoidance cost, yaitu: biaya ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan 
berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. 
3.   Abatement cost, yaitu: biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau 
mengurangi tingkat pencemaran. 
4.   Transaction cost, yaitu: biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan 
penelitian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan pencemaran. 
 
Pada awalnya masyarakat memandang perusahaan hanya bertanggungjawab pada 
penyediaan barang dan jasa, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Namun pandangan masyarakat berubah drastis ketika lingkungan 
hidup semakin rusak dan tidak sehat, sumber-sumber alam semakin menipis, dan 
bumi semakin padat dan panas. Pada saat ini masyarakat menuntut masalah 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan harus menjadi tanggung 
jawab perusahaan, sehingga harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan 
keputusan. Biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan perusahaan 
dalam perkembangannya sampai saat ini masih atas desakan masyarakat yang 
menuntut perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup di 
sekitarnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya tanggung jawab tersebut beralih kepada 
pihak pengelola industri atau para pengusaha, dengan cara melakukan investasi 
untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan serta melakukan pengelolaan 
limbah sedini mungkin (Roziqin, 1998). 
 
Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat 
kendali terhadap aktivitas perusahaan. Tanggung jawab manajemen tidak hanya 





juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan 
alam dan sosialnya. Pengakomodasian tanggung jawab terhadap lingkungannya 
belum sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan baik dalam proses penilaian 
maupun pelaporannya.Ini dibuktikan dengan masih banyaknya berbagai konflik 
industrial seperti demonstrasi dan protes dari masyarakat yang merasa terganggu 
akibat limbah atau polusi yang dilepas oleh industri menyebabkan kerusakan 
lingkungan. 
 
Indonesia banyak mengalami masalah pencemaran lingkungan akibat banyaknya 
perusahaan yang tidak bertanggungjawab pada lingkungan sekitarnya. Beberapa 
masalah pencemaran lingkungan oleh perusahaan antara lain adalah kasus 
semburan lumpur panas di ladang migas PT Lapindo Brantas, masalah 
pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont, serta permasalahan kerusakan 
lingkungan di sekitar daerah pertambangan PT Freeport Indonesia. 
 
Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia perlu 
segera diantisipasi, karena dalam menghadapi era globalisasi nanti, pengusaha 
dalam negeri kita harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat 
bersaing dengan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan asing. Salah 
satu tema yang digaungkan dalam perjanjian perdagangan luar negeri adalah isu 
lingkungan hidup, seperti eco-labeling, produk ramah lingkungan, recycling, dan 
sebagainya. Demikian juga tuntutan yang semakin meningkat dari konsumen 
dalam dan luar negeri, akan produk-produk yang ramah lingkungan untuk 





Ada dua pengaruh yang dapat mendorong perusahaan dalam meningkatkan 
kesadarannya akan lingkungan hidup, yaitu pengaruh internal dan pengaruh 
eksternal perusahaan. Pengaruh internal perusahaan adalah komitmen pimpinan, 
budaya organisasi, kesadaran karyawan, dan program-program lingkungan hidup 
yang disiapkan perusahaan. Sedangkan pengaruh eksternal adalah tuntutan 
masyarakat, peraturan-peraturan pemerintah dan badan-badan profesional seperti 
Ikatan Akuntan Indonesia, serta program-program lembaga swadaya masyarakat. 
 
Usaha dari pihak regulasi untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 
lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang telah dilakukan dengan 
menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan pelaksanaan lebih lanjut telah dinyatakan 
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Dalam 
Undang-undang itu juga disebutkan bahwasanya penyelenggaraan pengelolaan 
lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan 
tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta 
perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Undang- 
undang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan dari instansi 
pemerintah yang terkait, seperti kementerian kehutanan, industri dan perdagangan, 
pertambangan dan sebagainya dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). 
 
Lebih jauh lagi, suatu nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Lingkungan 
Hidup dengan Bank Indonesia telah ditandatangani tahun 2005 yang lalu sebagai 
tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan 





variabel penentu dalam pemberian kredit bagi perusahaan. Kinerja lingkungan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui PROPER adalah 
tolok ukur mereka. PROPER adalah penilaian kinerja perusahaan terkait 
lingkungan hidup. Evaluasi kinerja lingkungan hidup perusahaan ini adalah 
program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan 
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. 
 
Sejalan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Ikatan 
Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 32 dan No. 33 yang melibatkan pengelolaan lingkungan hidup bagi 
perusahaan kehutanan dan perusahaan pertambangan. 
 
Bagaimana penerapan dari peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang dan 
PSAK tersebut oleh perusahaan-perusahaan terkait masih perlu untuk dipelajari. 
Belum banyak studi yang dilakukan tentang pengelolaan lingkungan dan 
pengungkapannya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Meskipun demikian, 
pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Russel Craig dan Joselito Diga tentang 
pengungkapan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, 
ditemukan bahwa dari 30 perusahaan yang disurvey, sebanyak 7 (atau 23,3%) 
perusahaan melaporkan program pengelolaan lingkungannya. Mereka melaporkan 
usaha-usahanya dalam pengelolaan limbah, program penghijauan dan peningkatan 
kesadaran lingkungan bagi karyawannya. Akan tetapi tidak ada pelaporan khusus 






Susi dan Kurniati Bahusin (2001) menemukan bahwa pada perusahaan pemegang 
HPH, rata-rata hanya melakukan pengungkapan sebesar 56,25% dari seluruh item 
yang diwajibkan PSAK 32 untuk diungkapkan. Sedangkan perusahaan 
pertambangan, rata-rata hanya mengungkapkan 26,67% dari seluruh item yang 
diwajibkan oleh PSAK 33. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor- 
faktor yang diperkirakan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, seperti total 
asset, total penjualan, umur go public, dan kepemilikan, ternyata tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan yang diteliti. 
 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menemukan sejauh mana 
perusahaan-perusahaan kehutanan dan pertambangan telah mengungkapkan 
informasi lingkungan dalam laporan tahunannya, dan juga menemukan faktor- 
faktor yang sesungguhnya mempengaruhi pengungkapan lingkungan oleh 
perusahaan-perusahaan yang diteliti. Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Pengungkapan  Lingkungan pada Perusahaan Kehutanan 










Adanya fakta yang ditemukan oleh penelitian terdahulu mengenai kurangnya 
pengungkapan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan 





Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
lingkungan, dan bagaimana faktor-faktor pendorong tersebut berpengaruh 






1.   Masalah yang akan diteliti adalah sejauh mana pengungkapan lingkungan 
dalam laporan tahunan telah dilakukan, dan sejauh mana faktor-faktor 
pendorong pengungkapan tersebut berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan lingkungan pada perusahaan-perusahaan yang diteliti. 
2.   Sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan kehutanan dan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. 
Alasan dipilihnya perusahaan kehutanan dan pertambangan adalah karena 
biaya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, perlakuan akuntansinya, 
penyajiannya dalam laporan keuangan dan pengungkapannya telah diatur 
dalam PSAK, yaitu PSAK No. 32 dan 33. 
3.   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 
perusahaan-perusahaan sampel pada tahun 2004-2008. 
 








Penelitian ini bertujuan untuk: 
 
1.   Mengetahui sejauh mana pengungkapan lingkungan hidup telah dilakukan 





2.   Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan 
lingkungan hidup oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan bagaimana 
faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
lingkungan hidup dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang 
diteliti. 
 




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
 
1.   Secara umum, hasil penelitian ini memberi gambaran bagaimana tingkat 
pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan dan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2.   Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 
pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan. 
3.   Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengungkapan lingkungan 
hidup dalam laporan tahunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
